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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Desa Batu Gajah yaitu

yang pertama, faktor usia dari kedua calon mempelai yang belum cukup

umur untuk melakukan perkawinan dan pasangan yang sudah berumur

yang sama-sama tidak memiliki pasangan lagi namun mereka merasa

kesepian dan akhirnya menikah lagi namun tidak mencatatkannya ke

Kantor Urusan Agama. Kedua, faktor biaya, ada beberapa calon mempelai

tidak mampu mengeluarkan biaya untuk menjemput orang Kantor Urusan

Agama karena ekonimi yang menengah kebawah. Ketiga, faktor

administrasi, ada yang melakukan perkawinan tidak tercatat karena

kesulitan dalam mengurus syarat administrasi disebabkan beberapa

kendala. Keempat faktor kawin lari, pelaku yang melakukan kawin lari

disebabkan oleh bebrapa alasan seperti tidak direstui dan malu karena

sudah hamil diluar nikah. Kelima faktor lainnya, faktor lainnya ini seperti

kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

pencatatan perkawinan, dan faktor poligami, besarnya keinginan pelaku

untuk berpoligami namun tidak mendapat izin dari istri pertamanya,

akhirnya pelaku melakukan perkawinan tanpa mencatatkannya di Kantor

Urusan Agama.

2. Dampak yang timbul dari perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah

yaitu pertama perkawinan dianggap tidak sah menurut negara, kedua status

anak yang tidak memiliki ikatan secara hukum dengan ayahnya dan tidak
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dapat menuntut nafkah atau warisan kepada ayahnya. Ada juga dampak

yang timbul akibat perkawinan tidak tercatat yaitu kesulitan dalam

mengurus surat-surat seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak dan

sebagainya. Jika ingin pergi berlibur atau keperluan lain dengan suami/istri

keluar kota maka akan kesulitan untuk mencari penginapan karena tidak

memiliki buku nikah, yang mana buku nikah merupakan syarat bagi yang

berpasangan yang ingin menginap di hotel/penginapan.

B. Saran

Peristiwa perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

merupakan fenomena yang sudah sering terjadi di kalangan masyarakat Islam

di Negara Indonesia khususnya di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang

Hari Kabupaten Solok Selatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari pencatatan perkawinan dan

kurang tegasnya aparatur pemerintah dalam menangani masalah perkawinan

yang tidak tercatat. Maka dari itu, penulis menyarankan agar:

1. Pemerintah lebih tegas dalam mengambil sikap membuat sebuah peraturan

perundang-undangan tentang pemberian sanksi bagi pelaku nikah yang

tidak tercatat, terutama kepada pelaku yang menelantarkan atau merugikan

pihak lainnya.

2. Pihak aparatur pemerintah terutama pihak Kantor Urusan Agama lebih

aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat dan

pentingnya pencatatan perkawinan dimasa sekarang.

3. Pihak aparatur pemerintah harus lebih aktif melakukan pendataan terhadap

jumlah warga yang telah melakukan perkawinan tidak tercatat di Kantor
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Urusan Agama bagi yang Muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non-

Muslim. Hal ini hendaknya dilakukan tiap tahunnya agar pemerintah

setempat dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari usaha mewujudkan

ketertiban perkawinan dengan cara pencatatan nikah dan dapat

meminimalisir para pelaku nikah tidak tercatat.

4. Pihak aparatur pemerintah lebih memperhatikan daerah yang terisolir,

terutama dalam bidang akses jalan menuju pusat kabupaten/kota, terutama

di Kecamatan Sangir Batang Hari akses jalan menuju pusat kabupatennya

masih terbilang sulit untuk ditempuh.
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